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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi oleh pemerintah
desa dalam penyelesaian sengketa tanah dan untuk mengetahui faktor-faktor
apakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran pemerintah desa sebagai mediator
penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk
Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian ini ialah penelitan yuridis empiris
dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil
Penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk
Tengah dilakukan dengan mediasi oleh Kepala Desa sebagai mediator. Adapun
tahap-tahap penyelesaian mediasi tersebut adalah; pengaduan, menelaah,
pemanggilan pihak yang bersengketa, tahap selanjutnya adalah pemanggilan para
saksi dan mediasi. 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan
mediasi di Desa Seteluk Tengah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor
internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan batas
tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya
adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari
keluarga salah satu pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga di luar para
pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa, pertanahan



ABSTRACT

This study aims to ascertain the mediation procedure used by the village
government in resolving land disputes and to ascertain what factors influence the
implementation of the village government's role as a mediator for land dispute resolution in
Seteluk Tengah Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency. This study employed a
sociological approach with an empirical legal study and conducted a quantitative analysis.
The study's findings indicate that: 1) The village chief served as a mediator in the
settlement of land disputes in Seteluk Tengah Village. Complaint, investigation,
summoning of the parties in conflict, followed by the summoning of witnesses, and finally
mediation, are the steps in the mediation process. 2) Both internal and external variables
turned out to be barriers to the mediation process in Seteluk Tengah Village. Internal
reasons brought about by the witness's reluctance to testify, murky land ownership and
boundary lines. External considerations arising from outside parties, including third parties

outside the conflict and members of one of the parties’ families, are additional restraining

factors.
) MENGESAKKAN
Keywords: Mediation, Dispute, Land SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian yang penting bagi setiap kehidupan manusia
yang berasal dari alam dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di
bumi ini. Tentunya dengan pertumbuhan penduduk, pesatnya laju
pembangunan berbanding lurus dengan kebutuhan akan tanah dan perumahan
serta kebutuhan lain yang mendukung kehidupan manusia. Permasalahan
pertanahan yang dihadapi masyarakat semakin meningkat dan kompleks. Ada
ketidakseimbangan antara masalah yang muncul dengan model solusi yang
dianggap lamban.

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengupayakan agar
persoalan tentang sengketa tanah tersebut tidak lagi menumpuk dan tidak lagi
dapat membuat masyarakat merasa dirugikan, salah satunya ialah tanah tidak
dapat untuk digunakan karena sedang dalam persengketaan.

Persengketaan hukum tentang tanah yang terjadi tidak hanya sebatas
aspek ekonomi saja, tetapi terjadi juga akibat keragaman kultur, sosial dan
budaya bahkan juga agama dari masyarakat serta badan hukum yang
melakukan pengaduan berisikan tentang keberatan-keberatan hak atas tanah
yang mana hal itu terjadi pada status atas tanah tersebut dari keprioritasannya.
Sehingga setiap masyarakat berharap yang tanahnya bersengketa dapat

memperoleh suatu solusi atas penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan



aturan yang telah berlaku secara administrasi. Hal ini tercermin dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah."

Masalah persengketaan tanah ini juga banyak terjadi di Desa Seteluk
Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis budaya, sosial
yang berlaku di desa tersebut serta sejarah pembangunan kebhinekaan
menjadi dasar bagi pemerintah untuk membakukan pelaksanaan pengelolaan
di desa.

Lahirnya UU No 23 Tahun 2014 adalah salah satu alat hukum dalam
menyebarkan UUD Negara Rl Tahun 1945 Pasal 18 B yang menyatakan
bahwa: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang; dan 2)
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-
undang negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional
sebagaimana dengan Pasal 18 B Ayat (2) tersebut diberikan oleh negara: 1)
kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional
yang dimilikinya; dan 2) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat.?

Peraturan terkait desa terdapat pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaannya Pasal 19 mengenai Kewenangan Desa yang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-

! Undong-Undong 23 Tohun 2014 Tentong Pemerintoh Doeroh.
2 Undong-Undong Dosor 1945.



istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahaan Nasional dan
Berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup: 1)
Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa; 2) Urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa; 3) Tugas pembantuan dari pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 4) Urusan
pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan
kepada desa.’

Pasal 1 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa
atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintah desa yang mempunyai kewajiban untuk
memberikan  laporan  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  kepada
Bupati/Walikota, memberikan laporan Kketerangan pertanggungjawaban
kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada masyarakat.*

Secara garis besar penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi
dua cara, yaitu penyelesaian sengketa (judicial) dan extrajudicial (di luar

pengadilan). Setiap komunitas memiliki kesempatan untuk mencapai

® Peroturon Menteri Dolom Negeri Republik Indonesio Nomor 44 Tohun 2016.
* Undong-Undong Nomor 6 Tohun 2014 Tentong Deso.



kesepakatan tentang Opsi Penyelesaian Sengketa. Bagaimana menyelesaikan
perselisinan khusus mempunyai Konsekuensi juga untuk pihak yang
bersengketa bagi warga pada umumnya. “sebab pemilihan metode
penyelesaian sengketa memiliki konsekuensi, kemudian para pihak memilih
cara yang paling tepat harus memfokuskan sifat permasalahan serta apa yang
diinginkan pihak dari Penyelesaian sengketa dan pembayaran yang bisa
bersedia dipikul oleh pihak.™

Prinsip pemidanaan diketahui di sistem peradilan. Dalam sistem
penyelesaian sengketa, para pihak harus saling memberikan bukti-bukti yang
sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakikat hukum acara
perdata adalah mengatur (mengatur) jalannya acara hukum dengan memaksa
atau mewajibkan ditaatinya.

Jumlah gugatan perdata yang diajukan oleh para pihak kepada hakim
untuk disidik serta diproses telah menyebakan backlog prosedural yang pada
ujungnya berdampak pada telatnya penyelesaian masalah. Menurut Paustinus
Siburian, penyelesaian perkara yang berkepanjangan di pengadilan bisa
mengakibatkan: (i) menanamkan benar serta adil di lembah yang curam,
mempersulit akses bagi mereka yang mencari keadilan, (ii) menyebabkan
ketidakpastian jangka panjang di antara dalam litigasi dan (iii) dalam litigasi
menderita kerugian finansial yang signifikan.® Namun, keterlambatan

penyelesaian kasus di pengadilan yang disebabkan oleh proses penyidikan

% Gunowon Widjojo don Ahmad Yoni, Hukum Arbitrose, Jokorto : Rojo Grofindo Persodo,
2000, hol.3.

® Poustinus Siburion, Arbitrose Online : Alterndtif Penyelesoion Sengketo Elektronik,
Jokorto : Djombaton, 2004, hol.5.



yang rumit dan formal bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi

masalah yang meluas di semua negara.’

Pengadilan tidak dirancang untuk berfungsi secara efektif dan efisien.?

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan dapat

memakan waktu tahun atau bahkan puluhan tahun. pengadilan merupakan

cara penyelesaian perselisihan yang paling tradisional serta memiliki banyak

kritik dan kelemahan seperti:®

1.

Waktu

Proses pengadilan yang panjang serta sulit untuk menghasilkan
keputusan yang selesai dan mengikat sebab para pihak dapat mencari
upaya hukum selama tahap mediasi, yang berada di luar kendali para
pihak.
Biaya Mahal

Biaya perkara dinilai mahal sebab cara peradilannya bertingkat.
Adversary

Tuntutan hukum memaksa para pihak untuk saling serang.
Prosedur yang Ketat

Cara pengadilan kaku, para pihak tidak memiliki kebebasan dalam
mencari alternatif inovasi penyelesaian perselisihan.
Win-Lose Situation

Cara peradilan didasarkan pada benar atau salah.
Hubungan Putus

Dengan adanya cara menang-kalah, hubungan baik antar pihak
menjadi rusak.
Memicu Konflik Baru

Putusan hakim di pengadilan menimbulkan permasalahn baru.

Pada tahun 1976, Frank Sander dari Universitas Harvard menanggapi

peningkatan kasus pengadilan dengan solusi yang dinubuatkan untuk masalah

" M.Yohya Horahop. Citro Penegokon Hukum. Verio Peradilon Tohun X Nomor 117. Juni

1995. hol. 143-161.

& M.Yohyo Horohop. Pengodilon Tok Efektif Selesoikon Perkora. Kompos 16 Juli 1999.
° Prosiding Mohkemoh Agung RI. Medissi don Court Annexed Medistion. Jokorto :

Mohkomoh Agung RI don Pusat Pengkojion Hukum. 2005. hol. XX.



ini:  menghindari perselisihan dan mengeksplorasi metode alternatif
penyelesaian perselisihan non-yudisial.*

Beberapa cara penyelesaian sengketa di luar di pengadilan, seperti
negosiasi, mediasi dan arbitrase. Dengan bertambahnya kasus dibawa ke
pengadilan, Mediasi mendapat banyak perhatian dalam menyelesaikan
masalah penumpukan kasus di pengadilan. Mediasi dipercaya menjadi bentuk
penyelesaian permasalahan yang bisa mewujudkan keinginan para pihak,
menghemat waktu serta biaya.'* Mediasi adalah negosiasi yang didukung
pihak ketiga.** Ini karena pihak yang tidak dapat menyelesaikan
perselisihannya sendiri memakai usaha Pihak ketiga yang netral membantu
mereka mendapatkan kata sepakat. Kehadiran pihak ketiga (mediator) dalam
mediasi tidak seperti pihak ketiga (hakim) yang menerapkan hukum pada
fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu kesimpulan. Pihak ketiga dalam
mediasi membantu para pihak yang berselisish dengan menanamkan nilai,
fakta supaya sampai pada hasil. Nilai tersebut seperti hukum, keadilan,
keyakinan, agama, etika, moralitas dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Seteluk Tengah, dari tahun 2013
sampai 2022 terdapat 72 kasus sengketa tanah, 58 kasus berhasil diselesaikan
dengan cara mediasi dan 14 kasus naik ke tingkat camat.'* Langkah ini dipilih

karena lebih menyelesaikan sengketa atau permasalahan dengan baik dan

10 Naskoh Akodemik MARI. Tohun 2005 Tentong Pemboharuon Sisten Peradilon.
11 H
Ibid.
12 Pergturon Menteri Agrorio Don Toto Ruong/Kepolo Bodan Pertonohon Nosional Nomor
11 Tehun 2016 tentong Penyelesoion Kasus Pertonshon
3 \Wowoncoro dengon Condro Irowonsyoh, seloku petugos peloyonon di Kontor Deso
Seteluk Tengoh.



tidak memerlukan biaya yang banyak dibandingkan dengan penyelesaian
sengketa melalui pengadilan.** Menurut Candra Irawansyah selaku petugas
pelayanan di Kantor Desa Seteluk Tengah, penyebab terjadinya konflik tanah
di Desa Seteluk Tengah antara lain ada garis properti, penjualan dan
pembelian tanah, tanah warisan dan hak kepemilikan Tanah semua perebutan
hak atas tanah, peran kepala desa atau perangkat desa dalam menyelesaikan
setiap perselisinan yang mungkin mereka miliki dapat menjalankan
kewajibannya sebagai mediator yang berusaha menyelesaikan sengketa antar
masyarakatnya.

Kepala desa sering diminta untuk bertindak sebagai mediator dalam
penyelesaian sengketa tanah secara damai, menghormati para pihak yang
bersengketa. Sehubungan dengan itu, apabila tercapai kesepakatan dalam
penyelesaian yang dirundingkan, hal itu juga harus disertai dengan bukti-
bukti tertulis, yaitu. H. hasil kompromi antara para pihak yang bersengketa,
yang dituangkan dalam deklarasi kompromi dan perdamaian sebagai bukti
keputusan, disepakati dan ditaati oleh para pihak.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai judul ini “Proses Penyelesaian Sengketa
Tanah di Desa Seteluk Tengah Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus di

Desa Seteluk Tengah).”

“ Ibid.



B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa
dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pelaksanaan peran pemerintah
Desa Seteluk Tengah sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa
tanah?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan merupakan
pedoman dalam melakukan penelitian serta menunjukkan kualitas penelitian
berdasarkan topik yang telah diuraikan di atas. Tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses mediasi oleh pemerintah desa dalam
penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan
peran pemerintah desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di
Desa Seteluk Tengah.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini semoga bisa memberikan peran bagi

pekembangan ilmu hukum khususnya undang-undang yang mengatur

penyelesaian sengketa tanah oleh kepala desa.



E.

2. Secara praktis, semoga peneliti ini bisa membantu kontribusi kepada
pemerintah desa khususnya untuk meningkatkan terlaksananya peran
kepala desa sebagai mediator dalam sengketa tanah di Desa Seteluk
Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat.

3. Secara academic, Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu
syarat mendapatkan izin penelitian Stara Satu (S1) pada Jurusan Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Hasil Penelitian yang Relevan

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang sengketa pertanahan di

Desa Seteluk Tengah, penulis melakukan study refrensi terhadap penelitian

terdahulu dan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan.

Berikut penulis sajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian saat

ini dengan penelitian terdahulu:

No Profil Judul
1 Tias Vidawati, Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian
Universitas Diponegoro Sengketa Tanah (studi kasus pada Suku
Semarang Dayak Tobak Desa Tebang Benua
Tahun 2009 Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten
Sanggau Kalimantan Barat).
Isu Hukum

1. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada Suku Dayak
Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau
tersebut ?

2. Bagaimana Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah
tersebut dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepala Adat
dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut?

Hasil Penelitian

1. Penyebab perselisihan tanah suku Dayak Tobak yaitu: penghalang kedua
belah pihak menegaskan yaitu tanah itu merupakan milik mereka
didasarkan batas yang ada; b). Lahan tersebut merupakan milik asosiasi,
jadi bila Anda ingin menanaminya, Anda harus mendapatkan
persetujuan asosiasi terlebih dahulu; dan C). Perbatasan telah berubah,
karena perbatasan yang biasanya digunakan hanya permanen, mis.
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memanfaatkan tumbuhan

2. Dalam penyelesaian sengketa tanah di antara suku Dayak Tobak, peran
kepala adat adalah hakim dalam proses peradilan adat dan pengambil
keputusan ketika keputusan mengikat para pihak yang berselisih.
Sementara itu, prinsip bersama menghadapi kendala dalam penyelesaian
sengketa tanah, dimana saksi tidak mau menjadi saksi, alat bukti tidak
lengkap, dan dalam hal terjadi sengketa, para pihak yang bersengketa
biasanya menyelesaikan sendiri sengketa tersebut.

Persamaan
Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau di luar pengadilan.

Perbedaan

Penelitian terdahulu Kepala Adat adalah Mediator.

Penelitian Sekarang Dimediasi oleh Pemerintah Desa selaku

mediator penyelesaian sengketa tanah
Sylvia Rouse Haloho Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui
Universitas Sumatera Utara Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor
Medan Pertanahan Kota Medan)
Tahun 2018

Isu Hukum

1. Bagaimana peranan Kantor Pertanahan dalam penyelesaian tanah secara
mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan?

2.Bagaimana prosedur peneyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur
mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan?

3.Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Kantor Pertanahan Kota
Medan dan apa saja hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan
Kota Medan?

Hasil Penelitian

Penyelesaian sengketa tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan melalui
mediasi sebagai mediator. Penyelesaian sengketa tanah melalui berbagai
prosedur dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Tingkat
keberhasilan mediasi sengketa tanah sangat jarang diselesaikan, hal ini
dipengaruhi oleh beberapa kendala. Setelah dilakukan investigasi,
disimpulkan bahwa peran Kantor Pertanahan Kota Medan dalam
penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai mediator belum
optimal. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kota Medan dilakukan sesuai dengan Instruksi Khusus No.
5/Juknis/D.V/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mediasi dan Keputusan
Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Tema Bumi.
Tingkat keberhasilan mediasi kantor kelurahan kota Medan sangat rendah.
Keberhasilan ini terkendala oleh kendala dalam proses mediasi para pihak
yang bersengketa lebih terbawa emosi ketika para pihak yang bersengketa
menyewa jasa pengacara, ada beberapa pengacara yang ingin
memenangkan perkara di pengadilan dan minimnya perkara. pihak dalam
proses mediasi.

Persamaan
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Penyelesaian sengketa pertanahan menggunakan jalur non litigasi yaitu

jalur mediasi
Perbedaan
Penelitian Terdahulu Penyelesaian sengketa properti dalam
rangka dan perantara
Penelitian Sekarang Penyelesaian sengketa pertanahan oleh
Pemerintah Desa
Ahmad Gozali Bangun, Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa
Muhammad Yamin , Adil Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian
Akhyar Pada Law Firm AG_ERS, SH.,, MH &
Jurnal Hukum dan Partner)
Kemasyarakatan Al-Hikmah
Vol. 3, No. 2, Juni 2022
Isu Hukum

1. Bagaimana prosedur, tata cara dan model penyelesaian sengketa tanah
yang dilakukan melalui proses mediasi?

2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa tanah yang
dilakukan melalui proses mediasi?

3. Bagaimana akibat hukum dari hasil proses mediasi terhadap kedua belah
pihak?

Hasil Penelitian

1. Proses atau tahapan penyelesaian sengketa penyerobotan tanah melalui
mediasi berdasarkan aduan yang dilaporkan pihak pengadu di Kantor
Pertanahan Kabupaten dimana Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai
mediator dilakukan sebagai berikut: Kantor Pertanahan Kabupaten
memanggil para pihak secara terpisah untuk mengatahui kemauan
masing-masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah Kantor
Pertanahan melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data
yuridis. Dari data tersebut kemudian Kantor Pertanahan menemukan
kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dijelaskan
dan diarahkan oleh mediator. Putusan dalam mediasi ini terdiri dari 2
(dua) antara lain yaitu pertama, para pihak sepakat untuk sepakat yang
artinya mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan berhasil, dari
keberhasilan mediasi tersebut dibuatkan akta perdamaian yang
didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Kedua, para
pihak sepakat untuk tidak sepakat artinya mediasi yang dilakukan oleh
Kantor Pertanahan tidak berhasil, Kantor Pertanahan memberi saran
kepada para pihak untuk membawa sengketa tersebut ke Pengadilan
Negeri setempat.

2.Secara umum hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari
para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan
faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

3. Akibat hukum dari proses mediasi dilihat dari keberhasilan para pihak
mencapai  kesepakatan perdamaian melalui mediasi justru akan
memberikan keuntungan bagi para pihak. Diantaranya cepat memperoleh
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para pihak mencapai

kepastian hukum, memperoleh rasa keadilan, peradilan yang cepat,
sederhana, biaya ringan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

kesepakatan perdamaian adalah Peraturan

Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pe-ngadilan, mediator,
para pihak atau kuasa hukumnya dari para pihak.

Persamaan

Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan mediasi sebagai cara dalam
penyelesaian sengketa pertanahan.

Perbedaan

Penelitian Terdahulu

Kantor Pertanahan sebagai mediator.

Penelitian Sekarang

Pemerintah Desa sebagai mediator.

Tabel 1. Penelitian yang Relevan.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola
kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan
serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka
bekerja. Pemerintah dalam arti luas diartikan sebagai bentuk organisasi
yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan.
Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan
persekumpulan yang memiliki kebijakan tertentu untuk mengelola dan
mengatur dalam sistem pemerintahan tertentu. Setelah membahas tentang
pemerintah, selanjutnya akan dibahas tentang pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.’® Selain pengertian tersebut, Dra. Sumber Saparin menjelaskan
pemerintah desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan
masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan
kepala desa dan para wakilnya yang mewakili masyarakat desa di luar dan

di dalam masyarakat yang bersangkutan.®

15 pysal 25 Undong-undong Republik Indonesio Nomor 6 Tohun 2014 tentong Deso
18 Agus Sudrojot, Pengertion Pemerintshon Deso, (Online),

(http://oguzssudroazet.blogspot.com/2014/03/pengertion-pemerintahon-deso.html, diokses 20
Oktober 2022).
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Berdasarkan kedua pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa
pemerintah desa yaitu seorang yang memimpin dan mewakili sebuah
masyarakat dengan dibantu perangkat desa yang lain guna untuk
menyelenggarakan suatu pemerintahan desa. Sebagai pemerintah desa
sekaligus unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa sudah seharusnya
bisa memahami masalah-masalah yang terjadi serta kebutuhan masyarakat
dalam desa tersebut, agar tujuan dalam desa itu dapat dicapai. Karena
keberhasilan tujuan desa semuanya tergantung kepada pemerintah desa
sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat
desa.

. Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa
dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari
atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-
kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi
dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang
melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah
wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang diatur dan diurus
oleh pengurus desa itu sendiri. Pemerintah desa mengeluarkan peraturan
desa untuk mengatur, mengurus, dan mengurus urusan desa. Peraturan

desa disusun bersama oleh kepala desa Badan Permusyawaratan Desa
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(BPD). Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan
dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.
Kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan
perangkat desa adalah sebagai berikut:*’
a. Kepala Desa
Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala desa
bertanggung jawab mengurus pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan desa, membina masyarakat desa dan memperkuat
masyarakat desa.
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, kepala desa
berwenang:®

1) Penatausahaan penyelenggaraan pemerintahan desa

2) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

3) Kekuasaan mengatur keuangan dan kekayaan desa

4) Menyusun peraturan desa, menentukan anggaran pendapatan dan
belanja desa

5) Memajukan kehidupan masyarakat desa

6) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

7) Memajukan dan meningkatkan perekonomian desa dan
keterpaduan untuk mencapai produktivitas yang bermanfaat bagi
warga desa

8) Mengembangkan pusat penghasilan desa

9) Mengusulkan serta menerima delegasi sebagai milik negara untuk
meningkatkan kemakmuran warga desa

10) Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

11) Gunakan teknik yang pas

12) Koordinasi pembangunan desa partisipatif

13) Perwakilan masyarakat secara yudisial dan ekstrayudisial atau
penunjukan perwakilan hukum untuk mewakili sesuai dengan
ketentuan hukum.

Saat melakukan tugas di atas, walikota memiliki izin berikut:*

" Undang-Undong Republik Indonesio Nomor 6 Tohun 2014 Tentong Deso hol. 15.
18 Undang-Undong Nomor 6 Tohun 2014 Tentong Deso Pasol 26 Ayot 2
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2)

3)

4)

5)
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Mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
Menyerahkan draf dan menetapkan peraturan desa

Menerima pendapatan tetap bulanan, subsidi dan pendapatan wajib
lainnya serta mengikuti jaminan kesehatan

Memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan kebijakan

Data pemenuhan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat

desa untuk diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, kepala desa

berkewajiban:*

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Menegakkan dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan menjunjung tinggi keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat desa
Kepatuhan dan Penegakan Hukum dan Peraturan

Demokrasi dan kehidupan yang setara

Melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan bebas dari
kolusi, korupsi dan nepotisme.

Menciptakan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh peserta di
desa

Pelaksanaan tata kelola desa yang baik

Mengelola keuangan dan aset desa

10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

desa

11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa

12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa

13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa

14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup

16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

1® Undang-Undong Nomor 6 Tohun 2014 Tentong Deso Pasol 26 Ayot 3
2 Undong-Undong Republik Indonesio Nomor 6 Tohun 2014 Tentong Deso Posol 26 Ayot
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Sebelumnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat
melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya

b. Perangkat Desa
1) Sekertaris Desa
Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang
pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis
administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.?* Sekretaris
desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa
dibantu oleh unsur staf sekretariatan yang bertugas membantu
Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Unsur staf
sekretariatan terdiri dari atas tiga bidang urusan: a) Kepala urusan
pemerintahan; b) Kepala urusan pembangunan; c) Kepala urusan
administrasi
2) Pelaksanaan Kewilayahan
Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala
Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.”? Jumlah pelaksana
kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana
kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa, yang

termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan

2! posal 62 Ayst 1 PP Nomor 43 Tohun 2014 Tentong Peroturon Peloksanoon Undong-
Undong Nomor 6 Tohun 2014 Tentong Deso

%2 Posol 63 PP Nomor 43 Tohun 2014 Tentong Peroturon Pelaksonoon Undong-undong
Nomor 6 Toehun 2014 Tentong Deso
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sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas
Kepala Dusun menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
3) Pelaksana Teknis
Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa
sebagai pelaksana tugas operasional.”® Ketentuan mengenai
pelaksana teknis diatur dengan peraturan Menteri. Yang termasuk
unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan
seperti urusan air, urusan agama islam, dan lain-lain. Unsur
pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa
a. Tugas dan Fungsi Kepala Desa
Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa
yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa
bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk
melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti penyelenggaraan
negara, menetapkan peraturan desa, memajukan urusan pertanahan,
memelihara ketenteraman dan ketertiban, melindungi masyarakat,

mengatur kependudukan serta menata dan mengurus wilayah.

%% Posol 64 PP Nomor 43 Tohun 2014 Tentong peroturon Peloksonoon Undong-undeng
Nomor 6 Toehun 2014 Tentong Deso.
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2) Pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur
perdesaan dan pembangunan pendidikan kesehatan

3) Pengembangan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan tanggung
jawab masyarakat, partisipasi masyarakat, budaya masyarakat,
agama dan ketenagakerjaan

4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan
hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga dan
organisasi kepemudaan; dan

5) Menjaga kemitraan dengan organisasi masyarakat dan lembaga
lainnya.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Dikatakan bahwa tugas kepala desa adalah mengurus semuanya
b. Tugas dan Fungsi Sekertaris Desa
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Ayat 2 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja(SOT) Pemerintah Desa, sekretaris desa mempunyai

tugas sebagai berikut:

1) Melakukan tugas administrasi seperti naskah, surat menyurat, arsip
dan ekspedisi

2) Menangani hal-hal umum seperti menyiapkan perangkat desa,
pengadaan sarana dan prasarana kantor desa, menyiapkan rapat,

rumah tangga, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
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3) Menangani urusan keuangan seperti pengelolaan keuangan,
pengelolaan sumber pendapatan dan belanja, sertifikasi
pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan bagi kepala
desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa
lainnya.

4) Melakukan pekerjaan perencanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi informasi
terkait pembangunan, pemantauan dan evaluasi program dan
penyusunan laporan.

B. Tinjauan Hukum Tentang Tanah

1. Definisi Tanah

Salah satu kekayaan alam negara Indonesia adalah luasnya daratan 5
pulau besar serta ribuan pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk
daerah di luar garis khatulistiwa, Indonesia berpotensi menjadi negara
pertanian yang maju karena kesuburan tanahnya. Padahal, sebagian besar
masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Bila
pengelolaan kegiatan pertanian dikelola secara benar, kesejahteraan bersama
bisa menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanah untuk definisi hukum merupakan bagian bumi bumi, sedangkan

hak untuk suatu bagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas,

panjangnya dua dimensi, serta merujuk pada tanah sebagai tempat tinggal dan
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memperolehnya. sumber daya. untuk melanjutkan hidup mereka.?* Selain itu,
menurut hukum Indonesia, tanah merupakan objek nilai ekonomi dan
religiositas agama.?® Dalam hal ini, tanah diartikan sebagai kulit bumi yang
memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat Indonesia karena negara
dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut KBBI, pengertian dari tanah itu sendiri memiliki banyak

mkana, seperti:*®

o)

. Tanah merupakan bagian bumi bumi atau lapisan bumi

b. Suasana bumi di suatu tempat

c. permukaan bumi yang terbatas.

d. Material yang berasal dari bumi (pasir, laut, bebatuan, dll).
Mendefinisikan tanah dengan cara yang berbeda:?’

a. Pendekatan Geologi (Akhir Abad XIX)

Tanah adalah lapisan permukaan bumi, dibentuk oleh bebatuan yang
telah mengalami pelapukan berkali-kali oleh kekuatan alam, membentuk
regolit (lapisan partikel kecil).

b. Pendekatan Pedologi (Dokuchaev 1870)

Pendekatan ilmu tanah sebagai ilmu alam murni. Kata pedologi
berarti pengepakan bumi. Tanah yaitu zat padat (mineral atau organik)
yang terdapat di permukaan bumi, yang mengalami perubahan yang
disebabkan oleh faktor berikut: Sumber material, cuaca, organisme,
topografi dan waktu.

c. Pendekatan Edaphologis (Jones dari Cornel University Inggris)

Kata Edaphos berarti tanah produktif. Tanah yaitu tempat

berkembang biak bagi tanaman.

 Urip Sontoso, Pendoftoron don Perslihon Hok Ates Tonoh. Kencono Prenodo Medio
Group: Jokerts, 2010, hol.10.

25 Jhon Solihendo. Monusia, Tonoh Hok don Hukum, Siner grofiko: Jokorta. 2004, hal.23.

%6 Suhoriningsih, Tenoh Terlontor Ases don Pembohorusn Konsep Menuju Penertibon,
Moalong: Prestosi Pustoka, 2008, hsl. 61.

2" Abdul Modjid. Dosor-Desor Ilmu
Tonoh.www.dosor2ilmutenoh.blogspot.com/sesrch/lobel/DefinisiTonoh, diokses pado tonggol 8
Oktober 2022.
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Berdasarkan pengertian tanah tersebut, dari sini Dari sini dapat
disimpulkan bahwa tanah adalah bagian dari bumi dan makhluk hidup lainnya
di bumi memiliki arti serta nilai ekonomis.

Pentingnya tanah untuk bagian di alam ini, sudah seharusnya umat
manusia untuk melestarikannya, memanfaatkannya untuk kepentingan
makhluk hidup, khususnya manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia
akan sandang, pangan dan papan.”® Oleh karena itu negara melalui perangkat
pemerintahan berusaha membuat berbagai undang-undang di bidang
pertanahan, supaya pengaturan terkait pengurusan, kepunyaan, peralihan serta
penutupan hak terhadap tanah benar berjalan, serta tidak membiarkan misi
sosial dan hak-hak individu.

2. Jenis-jenis Hak Atas Tanah
a. Jenis-jenis Hak Atas Tanas Menurut Hukum Barat
1) Hak Eigendom
Pengaturan mengenai Hak Eigendom terdapat pada Pasal 570
KUH Perdata yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebuh leluasa dan
untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalakan tidak
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh
kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain;
kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan
umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan
perundang-undangan.”

2) Hak Erpacht

%8 Irowon Soerodjo, Kopositos Hukum Hok Atos Tonsh Indonesio, Arkolo: Surobays, 2003,
hol.24.
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Menurut Pasal 720 dan Pasal 721 KUH Perdata, Hak Erpacht
adalah Hak milik, yang memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya
kepada pemegang hak untuk memanfaatkan sepenuhnya tanah milik
pihak lain.* Pemegang Hak Erpacht boleh menggunakan
kewenangan yang terkandung dalam hak Eigendom atas tanah.®
Pasal 720 KUH Perdata Berbunyi:

“Hak Guna Usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang
tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban mempayar upeti tahunan kepada
pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang
maupun berupa hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak guna usaha harus
diumumbkan dengan cara seperti yang ditentuka dalam Pasal 620.”

3) Hak Opstal
Hak Opstal atau yang biasanya disebut dengan Hak Numpang
karang diatur dalam Bab VII Buku ke-I11 KUH Perdata, yakni disebut
dalam pasal 711 KUH Perdata yang berbunyi:

“Hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunuai
gedung bangunan atau tanaman diatas orang lain.”

Hak ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjanjikan atau
menugaskannya, dan negara juga membebankan kepada galangan
kapal jasa galangan kapal, tetapi hanya selama dia dapat menikmati
haknya.
4) Hak Gebruik
Hak Gebruik diatur dalam Pasal 818 KUH Perdata yang

Berbunyi:

2% Boedi Horsono (Selonjutnys disebut Boedi Horsono 11), Undong-Undang Pokok Agrorio
Sedjaroh Penjusunoan, Isi don Peloksonaonja. Jokorta:Jombatom, 1971, hol. 81.
** bid, hol.38.
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“Hak Pakai dan hak mendiami, diperoleh dan berakhir dengan cara
yvang sama seperti hak pakai hasil.”

Oleh karena itu hak gebruik adalah hak pakai dan penghasilan, yaitu
hak pakai tanah dalam pekarangan, yang diperlukan untuk
pemakaian sendiri dan isi rumah, yang pemakainya hanya dapat
mengambil penghasilan dari hak pakai itu.
b. Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat
Secara umum hak atas tanah suku bangsa Indonesia terbagi
menjadi dua bagian, yaitu hak ulayat dan hak pakai hasil. Hak ulayat
adalah hak memungut hasil hutan dan hak berburu. Dalam hukum
umum ini, individu dapat mengontrol beberapa hak bersama ini. bahwa
seseorang dapat menguasai dan menikmati hasil dari hak ulayat
tersebut, namun tidak berarti hak ulayat tersebut dicabut begitu saja.
Adapun hak pakai hasil, yang memungkinkan seseorang menggunakan
sebidang tanah untuk kepentingannya sendiri, biasanya sawah dan
ladang yang telah dibuka dan digarap.®
Dalam tulisannya, Van Dijk biasanya membagi hak atas tanah
menjadi tiga, yaitu hak memungut hasil tanah, hak perorangan dan hak
masyarakat, yang dijelaskan sebagai berikut:*

1) Hak Memungut Hasil Tanah

31 Purnoadi Purbacoroko don Ridwon Holim, Sendi-sendi Hukum Agrorio. Jokorto:Gholio
Indoneis, 1993, hal.53.

%2 Sohyuti, Niloi-niloi Keorifon pado Konsep Penguodsoon Tonoh Menurut Hukum Adot di
Indonesis. Forum Penelition Agro Ekonomi, Volume 21 No. 1, Juli 2006, hel.16.
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Pada prinsipnya, itu adalah milik bersama dari unit etnis,
tetapi setiap orang dapat mengambil apa yang dihasilkan tanaman di
tanah.
2) Hak Perorangan
Merupakan hak perseorangan atas tanah ulayat, yang
senantiasa diberikan kepada tanahnya melalui wusaha dan
kekuatannya, sehingga kepemilikannya semakin nyata dan diakui
oleh anggota lainnya. Hak milik ini dapat dicabut jika tanahnya tidak
lagi digarap, tanahnya ditelantarkan, atau pemiliknya tidak
memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya.
3) Hak Persekutuan
Bahwa negara dan segala sesuatu yang umum di dalamnya
dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh para anggota persekutuan
(suku, subetnis atau keluarga), karena dalam hal ini memiliki
konsekuensi internal dan eksternal. Contohnya adalah pembangunan
rumah, peternakan atau berburu. Efek pemisahan berarti bahwa ada
larangan penggunaan tanah oleh orang lain kecuali dengan
persetujuan terlebih dahulu dan pembayaran biaya kompensasi, serta
larangan pembatasan atau berbagai peraturan wajib tentang
perolehan hak pribadi. lahan pertanian.
c. Jenis-jenis Hukum Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA)

1) Hak Milik
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Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA Hak milik adalah hak
yang paling turun-temurun, terkuat dan terlengkap yang dapat
dimiliki seseorang atas tanah, karena hak tersebut memiliki fungsi
sosial.

Pemilik tanah dapat perorangan warga negara Indonesia
(WNI) dan badan hukum vyang ditunjuk pemerintah. Dalam
menggunakan hak milik harus tunduk pada ketentuan UUPA
bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yaitu. penggunaan
tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat hak, tanah harus
dipelihara untuk menjaga kesuburan dan kerusakan tanah dicegah
dan tidak boleh menggunakan tanah. untuk menimbulkan kerugian
bagi orang lain.*

2) Hak Guna Usaha

Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha tercantum dalam
Pasal 16 Ayat (1) UUPA. Kemudian secara khusus diatur pula
dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. Kemudian, secara
khusus lagi dalam Pasal 50 Ayat (2), yang menyatakan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna
Usaha.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 Tetang UUPA Hak Guna Usaha adalah hak untuk

%% Urip Sontoso, Pendoftoron don Perolihon Hok Atos Tonoh. Jokorto:Prenodo Medio
Group, Cetokon ke-5, 2015, hol. 90-91.
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mengusahakan tanah yang dikuasi langsung oleh Negara, dalam
jangka waktu tertentu. Subyek yang bisa mendapatkan Hak Guna
Usaha sesuai Pasal 30 Ayat (1) UPPA jo. Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah Warga Negara Indonesia
dan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.®*

3) Hak Guna Bangunan

Berdasarkan Pasal 35 UUPA Hak Guna Bangunan adalah hak
untuk memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah dalam
jangka waktu tertentu yang mana bangunan di atas tanah tersebut
bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Mengenai tanah konsesi dengan hak guna bangunan
berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1996
mementukan bahwa , Luas bidang tanah yang disetujui dengan Hak
Guna Bangunan adalah sebagai berikut: 1) negara bagian; 2) tanah
hak; dan 3) tanah hak.

Dalam Pasal 35 (1) UPPA menyebutkan Jangka waktu
pemberian hak guna bangunan, bahwa hak pakai bangunan itu
berlaku selama 20 tahun dan paling lama 30 tahun dan dapat
diperpanjang paling lama 20 tahun.®

4) Hak Pakai

% Kortini Muljodi, Gunowon Widjojo. Hok-hok Atos Tenoh. Jokorto: Prenodo Medio.
2005, .hol.151.

% Eddy Ruchiyet, Sistem Pendoftoron Tonoh Sebelum don Sesudsh Berlokunyo UPPA.
Bondung. Armico, 1989, hol.219.
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Berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) UUPA, Hak pakai adalah hak
untuk menggunakan dan memungut penghasilan dari barang tidak
bergerak yang langsung dikuasai pemerintah atau dari barang tidak
bergerak milik orang lain, dalam hal ini melalui keputusan
penghibahan suatu penguasa umum, sedangkan jika milik orang
lain . , itu didasarkan pada kontrak yang bukan merupakan kontrak
atau sewa pengelolaan tanah.
Sehubungan dengan setiap orang yang dapat memiliki hak
pakai, Keputusan Pemerintah Pasal 39 PP No. 40 Tahun 1996
mengatur lebih tepat siapa yang dapat memiliki hak pakai:®
a) Warga Negara Indonesia
b) Badan hukum yang didirakan menurut Hukum Indoenesia dan
Berkedudukan di Indonesia

c) Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan
Pemerintah Daerah

d) Badan-badan keagamaan dan sosial

e) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia

f) Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
g) Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah
Hak properti terkait real estat seringkali merupakan masalah yang
diperdebatkan. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan agar kepemilikan
tanah tidak tumpang tindih yang pada akhirnya menimbulkan masalah

kepemilikan.

% Urip sontoso, Op.cit. hal.115.
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Sengketa adalah ketidaksepakatan atau konflik antara dua pihak atau
kelompok, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau hak milik. Pada
umumnya pihak yang merasa dirugikan akan mengambil langkah untuk
membalas kerugian yang diderita, karena perselisihan ini dapat menimbulkan
akibat hukum dan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan hukuman
bagi kedua belah pihak.*’

Saat ini, sengketa tanah marak terjadi di masyarakat. Hal ini
disebabkan pentingnya tanah bagi masyarakat untuk menunjang hak-hak
kepemilikan tanahnya. Menurut Rusmadi Murad, gugatan timbul dari adanya
pengaduan salah satu pihak (perseorangan/masyarakat) yang meliputi
keberatan dan tuntutan atas masalah dan status tanah, hak istimewa dan
kepemilikan tanah untuk mendapatkan yurisdiksi administratif. Deklarasi
sesuai ketentuan yang berlaku.*®

Mengenai sengketa, dapat dicatat bahwa beberapa kasus sengketa
tanah tidak pernah mundur meskipun sengketanya semakin meningkat.
Sengketa tanah Berikut beberapa definisi untuk memahami sengketa tanah,
yaitu:

1. lrawan Surojo menurutnya Sengketa tanah adalah konflik antara dua pihak
atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda dalam satu atau lebih hak

atas tanah, dan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

% Fitroin Jomiloh, Strotegi Penyelesoion Sengketa Bisnis, Pustoko Yustise: Yogyokorto,
2014, hol.1.

%8 Rusmodi Murad, Penyelession Sengketo Hukum Atos Tonoh, Alumni:Bondung, 1991,
hol. 22.

% Novi Nuristi Protomo, Pengertion Sengketo,
nevocipid.blogspot.co.id/2011/03/pengertion-sengketo.html?m=1, dipost 14 Moret 2011, diokses
podo 12 Oktober 2022 pukul 13.20.



30

2. Edy Prajoto mengatakan bahwa sengketa tanah adalah pertentangan antara
dua orang atau lebih yang berkepentingan dengan status hak atas tanah,
antara satu atau lebih yang berkepentingan dengan status hak atas tanah,
antara satu atau lebih objek tanah. dapat menimbulkan akibat hukum
tertentu bagi para pihak.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sengketa tanah adalah
suatu konflik antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang sama
suatu tanah tertentu, yang dapat menimbulkan akibat hukum karena adanya
kepentingan tersebut. Dalam bidang tanah dikenal sengketa ganda, dimana
untuk satu bidang tanah dikeluarkan dua akta, yang dapat menimbulkan
akibat hukum.

1. Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi)
Perselisihan sengketa pertanahan diselesaikan melalui litigasi atau

pengadilan dengan dua cara, yaitu:

a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata)
Apabila semua pihak tidak bisa menyelesaikan perselisihan
tersebut secara damai, maka para pihak dapat menyelesaikannya di
pengadilan yang diajukan secara perdata ke pengadilan negeri. Gugatan
perdata yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas

tanah atau pengurusan hak atas tanah orang lain.
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. Melalui Pengadilan Tata Usaha
Pernyataan terkait dengan keputusan tata usaha negara yang
disebabkan oleh sengketa tata usaha negara oleh tata usaha negara
adalah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh organ atau pejabat tata
usaha negara dan memuat tuntutan tata usaha negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1) Konkrit, artinya bahwa hal yang diputuskan dalam putusan itu tidak
bersifat abstrak melainkan konkrit, pasti atau dapat ditentukan
2) Individual, artinya bahwa keputusan konstitusi tidak akan
disampaikan secara terbuka, tetapi pasti. Saat berbicara dengan
beberapa orang, setiap orang harus disebutkan namanya dalam
keputusan
3) Final, artinya konsekuensi hukum bagi individu atau masyarakat

sipil.

Sengketa tata usaha negara diselesaikan dengan dua cara, yaitu:
1) Melalui Upaya Administrasi
Merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau
badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan
Tata Usaha Negara.

2) Melalui Gugatan
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Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha
Negara ada dua pihak, yaitu:*°
a) Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang
dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara
oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat atau
daerah.
b) Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

padanya atau yang dilimpahkan padanya.

“Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan banyak sekali
kekurangannya diantaranya sangat birokratis, memakan waktu tenaga
dan biaya yang cukup banyak.”*! “Walaupun prinsip penyelesaian
sengketa di pengadilan diselesaikan dengan waktu cepat dan biaya
murah namun kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan.”** Penyelesaian
sengketa yang lambat dan rumit akan merugikan para pencari keadilan
dalam segala aspek. Apabila hal ini menyangkut dunia bisnis, maka
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta dapat menguras potensi
serta sumber daya perusahaan. Hal ini berpengaruh pada jalinan

hubungan yang tidak harmonis pada sesama kolega bisnis. Sementara

0 Suprotmon, Anolisis Yuridis Putuson Mohkemoh Agung, Jurnel Ilmu Hukum Acoro
Perdots, 2015, Volume 1, Nomor 6.

Sunorno, Proktek ADR (Penyelesoion Sengketo di Luor Pengoadilon) dolom
Menyelesoikon Sengketo Tonoh, Yogyokorto: FH UMY, Jurnal Medis Hukum, 2006, Volume 13,
Nomor 1

*2 M. Foiz Mufisi, Alternotif Penyelession Sengketo menurut Undong-Undong Nomor 30
Tohun 1999 Tentong Arbitrose don Alternotif Penyelession Sengketo, Jurnsl Ilmu Hukum Syior
Hukum, 2005, Volume 8, Nomor 3
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pada dunia bisnis sangat diperlukan penyelesaian sengketa cepat, biaya
murah serta informal prosedur.
2. Musyawarah (Non Litigasi)

Rachmadi Usman, mengatakan bahwa selain melalui litigasi
(pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur
non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative
Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut
dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).*

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga yang
menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak, yaitu di luar pengadilan melalui perundingan,
perundingan, mediasi, arbitrase atau putusan ahli. (Pasal 1 angka 10
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa). Definisi lain dari ADR adalah penyelesaian
sengketa di luar pengadilan, biasanya melalui cara-cara negosiasi yang
dilakukan atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang tidak memihak atau
netral. Penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan dan bagaimana
pelaksanaannya sepenuhnya menjadi hak para pihak, dan para pihak dapat
memilih penyelesaian sengketa mana yang ingin mereka tempuh, yaitu
Mendengar, negosiasi, konsiliasi, konsiliasi, arbitrasi atau memperoleh
pendapat ahli. Ini adalah kehendak bebas para pihak. Para pihak memiliki

hak untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa. Perbedaan dibuat antara

¥ Rochmadi Usmoni, Medissi di Pengodilon : Dolom Teori don Proktik, Jokorto. Penerbit :
Sinar Grofike, 2012, hel: 8.
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penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa
hukum.**
Berdasarkan UU No 30 Tahun 1999 ada 5 macam Penyelesaian
sengketa di luar pengadilan, yaitu:
a. Konsultasi
Konseling yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan
dengan bantuan pihak ketiga, konsiliator.
b. Mediasi
Mediasi adalah Sebagai salah satu metode penyelesaian
sengketa yang lebih cepat dan murah, dapat memberikan kesempatan
yang lebih baik bagi para pihak untuk menemukan solusi yang
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan mereka.
c. Arbitrase
Arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa agar para pihak yang
bersengketa menyampaikan perbedaan pendapatnya kepada pihak lain
yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan
sengketa.*”®

d. Negosiasi

4 http:// orsyedshowir.blogspot.com/2013/03/pengantor-slternotif-penyelesoion.html,
diokses tonggol 14 Oktober 2022, pukul 12:35 Wito.

> Agnes Wynono, Penyelesoion Sengketo Lingkungon Hidup, Jurnal Berojo Niti, 2013,
Vol. 2 No.8.



http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/03/pengantar-alternatif-penyelesaian.html
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Merupakan perundingan yang diadakan secara langsung antara
para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog
tanpa melibatkan pihak ketiga.*®

e. Pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan
bidang keahliannya. Dan mempunyai kewenangan untuk memberikan
rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.*’

Pendekatan pihak-pihak yang bersengketa seringkali berhasil
menyelesaikan sengketa (melalui negosiasi). Hal ini membutuhkan sikap
netral dan tidak ada tekanan, namun bukan berarti mediator harus pasif.

Pihak pertanian harus mengusulkan beberapa solusi yang menonjolkan

kelemahan dan kesulitan yang mungkin dialami para pihak.
D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi
1. Pengertian Mediasi
Mediasi bermula dari kata mediation mempunyai ari penyelesaian
sengketa dengan jalan menengahi.*®
Mediasi adalah istilah yang berasal dari kosa kata bahasa Inggris
yaitu mediation. Sarjana Indonesia kemudian lebih memilih untuk

mengindonesiakannya untuk menyampaikannya sebagai istilah lain.*®

*® Huolo Adolf, Hukum Penyelesoion Sengketo Interngsional, Jokarta:Sinor Grofiko, 2004,
hol: 26.

" Tokdir Rohmodi, Hukum Lingkungen Indonesio, Jokarts, Rojo Grofindo Persodo, 2011,
hol: 287.

8 Jhoni Emirzon, Alternotif Penyelesoion Sengketo Diluor Pengodilon, PT. Gromedio
Pustoks Utemoe, Jokarte, 2001, hal.70-71.

* Tokdir Rohmodi, Mediosi: Penyelession Sengketo Melolui Pendekoton Mufokot, PT
RojoGrofindo Persodo:Jokerto, 2011, hol.12.
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Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mediasi diartikan
sebagai suatu prosedur yang melibatkan pihak ketiga sebagai penasehat
dalam menyelesaikan suatu sengketa. Mediasi adalah suatu cara
penyelesaian perselisinan dengan jalan merundingkan kesepakatan antara
para pihak yang dibantu oleh seorang mediator, dalam hal ini mediator
adalah pihak ketiga yang tidak memihak yang membantu para pihak dalam
menyelesaikan perselisihan.

Mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di
luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini, cara
tercepat untuk menyelesaiakan perselisihan terdiri dari dengar pendapat,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. UU No. 30 Tahun 1999
tidak memberikan pengertian yang tepat tentang mediasi.

Pengertian Gary Goodfaster tentang mediasi merupakan alur
negosiasi penyelesaian masalah di mana orang luar yang netral dan tidak
berpihak dengan pihak yang berselisih dalam membantu mereka mencapai
kesepakatan yang bagus. Mediator tidak memiliki hak untuk
menyelesaikan semua perselisihan di antara para pihak.*® Mediasi adalah
penyelesaian perbedaan pendapat melalui perundingan dan dengan
bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk mencari penyelesaian
secara damai antara para pihak. Peran mediator adalah memberikan

bantuan materil dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa,

%0 Hondor Subhondi, Pengertion don Jenis-jenis Mediosi,
http://hondsrsubhondi.blogspot.co.id//2014/11/pengertion-don-jenis-jenis-mediossi.html, diokses
podo tonggel 130ktober 2022, Pukul 9:16 Wito.
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namun mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan,
dia hanya sebagai perantara.

Mediasi adalah intervensi pihak ketiga yang tidak memihak dalam
proses negosiasi atau konflik. Sebagai pihak penengah, mediator
merencanakan dan memandu discussioni dan bergerak sebagai perantara
dalam membiayai kemajuan menuju penyelesaian. Mediator menunjukkan
jalannya negosiasi, tetapi tidak memiliki kekuatan dalam mengarahkan
serta menetukan keputusan tentang permaslahan yang perselisihkan. Sebab
itu itu, mediasi biasa dipandang untuk perpanjangan dari proses negosiasi.
Ini karena pihak yang tidak dapat menyelesaikan perbedaannya terlibat
dalam negosiasi sendiri layanan pihak ketiga yang netral untuk membantu
mereka mencapai kesepakatan. Keadaan di mana mediasi dianggap
sebagai kelanjutan dari negosiasi.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditentukan komponen-
komponen mediasi sebagai berikut:>* 1) penyelesaian sengketa secara
sukarela; 2) intervensi atau dukungan; 3) pihak ketiga tidak memihak; 4)
Keputusan konsensus para pihak dan 5) Partisipasi aktif.

. Ruang Lingkup Mediasi

Terkadang rekan kerja perlu saling bertatap muka dalam
perselisihan, namun tidak mau menegosiasikan solusi yang bersahabat. Ini
bisa terjadi untuk situasi yang berbeda. Para pihak mungkin mempunyai

pandangan yang berbeda karena kesalahpahaman. Hubungan dapat

51 Jhoni Emirzon, Op.Cit. hal. 69.
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memiliki hubungan disfungsional karena  ketidakpercayaan,
kesalahpahaman, stereotip seta tidak adanya komunikasi.

Para pihak sepertinya tidak mempunyai informasi yang cukup
dibutuhkan serta cara mendapatkannya, mereka sepertinya tidak setuju
dengan kenyataan dasar atau informasi yang terkait dengan perselisishan,
mereka sepertinya mempunyai informasi yang tidak sesuai, atau mereka
mungkin mengartikan informasi secara berbeda. Para pihak bahkan tidak
tahu bagaimana mencapai kesepakatan atau bagaimana bernegosiasi secara
efektif.

Beberapa konflik tampak sulit tetapi dapat dinegosiasikan, tetapi
para pihak tidak dapat berhasil bernegosiasi tidak ada bantuan dari luar.
Mediasi tidak mesti berlaku untuk perselisinan atau tidak selalu
dibutuhkan untuk menyelesaikan semua masalah untuk perselisihan
tertentu. Mediasi berguna dengan baik jika memenuhi kondisi berikut:

a. Para pihak memiliki daya tawar yang sama

b. Para pihak khawatir tentang hubungan di masa depan

c. ada terburu-buru serta tenggat waktu dalam menyelesaikan sengketa

d. Para pihak tidak mempinyai permusuhan yang sudah lama dan
mengakar

e. Menetapkan preseden atau membela hak kurang penting daripada
memecahkan masalah yang mendadak

Meski hal di atas bukan daftar lengkap dari semua kemungkinan

keadaan yang mengharuskan mediasi, hal tersebut memberikan indikasi
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mungkin para pihak lebih baik mencari mediasi atau tidak. seperti, para
pihak mempunyai daya tawar yang tidak seimbang, lebih baik pihak yang
berada dalam posisi yang lebih lemah menyerahkan masalah tersebut ke
pengadilan daripada arbitrase.
3. Model Mediasi
Mediasi mempunyai empat model, yaitu :*
a. Model Penyelesaian (Settlement Model)

1) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan

2) Mediator biasanya menyepakati inti permasalahan yang diangkat
oleh para pihak

3) Peran mediator adalah mengidentifikasi posisi “rendah” dan titik
perlawanan para pihak dan membawa para pihak dari tempat tersebut
ke tempat kompromi dengan tingkat keyakinan dan motivasi yang
berbeda.

4) Seorang mediator biasanya adalah orang yang dihormati dan tidak
selalu menyiratkan keahlian tingkat tinggi dalam teknik dan proses
mediasi.

b. Model Fasilitasi (Fasilitative Model)

1) Proses lebih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan mereka
yang terkena dampak

2) Peran mediator adalah mencegah para pihak menggagalkan proses

negosiasi tahap demi tahap dengan terus menerus menekankan

52 Lokokaryo Terbotos Teknik Mediosi. Teknik Mediosi. Jokorto : Pusot Pengkojion Hukum,
2002, hal. 32.
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tujuan para pihak, mengklarifikasi kepentingan bersama atau saling
menguntungkan, mendorong penciptaan nilai (value creation) dan
menyarankan solusi kreatif alternatif

Mediator tidak menawarkan jalan keluar atau mengarahkan hasil ke
tingkat perselisihan yang sesuai, tetapi membantu pihak menilai
dasar keadaan dan mencapai kesepakatan sendiri.

Mediator cenderung ahli untuk proses dan cara mediasi serta
mempunyai knowledge yang terbatas tentang masalah yang

dipesilisinkan.

c. Therapeutik Model

1)

2)

3)

4)

Mediasi menyasar akar permasalahan para pihak sebagai dasar
penyelesaiannya, bukan hanya kesepakatan dan permasalahan.
“Rekonsiliasi” dalam cara ini berarti kesepakatan khusus antara para
pihak

Tugas mediator yaitu mendiagnosis sebab konflik dan mengatasinya,
mulai dari sisi psikologis dan emosional konflik, sehingga pihak
yang berkonflik dapat menyepakati inti permasalahan.

Mediator harus memiliki keterampilan dalam konseling atau bidang
terkait dan teknik mediasi

Fokusnya lebih pada terapi, baik pada fase pra-mediasi maupun pada

proses mediasi.

d. Evaluative Model



41

1) Dalam bentuk ini, mediator memakai keahlian serta
pengalamannya dalam mencari solusi atas masalah yang dinilai.
2) Fokus mediasi adalah hak (rights) dan kepentingan
3) Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang disengketakan
dan memenuhi syarat secara hukum. Mediator tidak harus
memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi
4. Keunggulan dan Kelemahan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan beberapa perselisihan
di pengadilan, dengan banyak hasil yang mengecewakan. Selain keputusan
yang sering tidak memuaskan yang menghabiskan banyak uang dan
memakan waktu lama, lambatnya penyelesaian sengketa oleh pengadilan
berarti bahwa pada tahun 1992 Mahkamah Agung secara efektif
mensyaratkan agar semua kasus diselesaikan di tingkat pengadilan negeri
dan Mahkamah Agung dalam waktu singkat tidak lebih dari 6 bulan. Hal
ini disebabkan banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan dan belum
terselesaikan.

Dalam situasi demikian, memilih mediasi merupakan pilihan yang
baik dalam penyelesaian sengketa karena dianggap lebih efektif. Hal-hal
yang perlu diperhatikan ketika orang biasanya menempuh penyelesaian
sengketa melalui mediasi adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Cepat Terwujud
Proses keberhasilan terkadang membutuhkan dua atau tiga

pertemuan antara pihak yang berselisih.
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b. Biaya Murah
Mediator biasanya tidak dibayar, biaya administrasi rendah dan
bantuan pengacara tidak diperlukan, walaupun hal ini juga
memungkinkan.
c. Bersifat Rahasia
Semua yang dikemukakan para pihak diserahkan kepada
mediator, semuanya tertutup, tidak terbuka seperti di persidangan.
d. Win-win Solution
Penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang
disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang, tidak ada
yang kalah dan tidak ada yang menang. Berbeda dengan penyelesaian

sengketa di pengadilan, dimana pihak menang dan pihak kalah.

e. Tidak Emosional
Pendekatan tersebut bertujuan pada kerja sama yang saling

menguntungkan untuk mencapai penyelesaian.

Selain kelebihan berupa alternatif penyelesaian sengketa, proses
mediasi juga memiliki kelemahan seperti:*
a. Bisa memakan waktu yang lama

b. Mekanisme penegakan yang sulit karena cara putusan ditegakkan

5% Munir Fuodi, Arbitrase Nosionol: Alternotif Penyelesoion Sengketo Bisnis, Bondung:
PT.Citro Aditye Bokti, 2000, hol.50-51.
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c. Penyelesaian sengketa sampai tuntas sangat tergantung pada itikad baik
para pihak.

d. Mediasi tidak membawa hasil yang baik, apalagi jika dia tidak diberi
informasi dan kekuatan yang cukup. e. Jika tidak ada pengacara yang
terlibat dalam proses mediasi, masalah hukum yang penting tidak dapat
disampaikan kepada mediator, sehingga membuat keputusan menjadi

tidak jelas.
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitan
penelitian hukum empiris. Penelitian yang mengambil informasi langsung
dari masyarakat sebagai sumber primer dan dilakukan melalui kerja lapangan
atau melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner.*

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan
untuk menjelaskan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Subyek penelitian
hukum empiris adalah tingkah laku masyarakat yang timbul sebagai reaksi
akibat interaksi dengan hukum dan norma yang ada. Dalam penelitian hukum
empiris jenis ini, tugas peneliti adalah mengkaji apa yang dilihat atau
diciptakan melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan bagaimana
hukum bekerja dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan
penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk mempelajari tingkah laku
atau reaksi masyarakat akibat diberlakukannya norma atau aturan yang
berlaku serta memberikan pandangan yang komprehensif tentang fenomena

hukum yang terjadi di masyarakat.>

54 Jonoedi Efendi don Johnny Ibrohim, Metode Penelition Hukum Normotif don Empiris,
Depok: Prenodomedio, 2018, hol. 150.
* Ibid, hel.152.
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Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti bagaimana
penerapan atau bekerjanya suatu hukum di masyarakat sebagai bentuk
interaksi atas dibentuknya peraturan perundang-undangan yang ada, ketika
dilaksanakan akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan
yuridis sosiologis dalam penelitian skripsi ini akan dilakukan berdasarkan
aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk melihat secara
nyata keadaan yang sesungguhnya di masyarakat, khususnya mengenai proses
penyelesaian sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah melalui jalur mediasi.

. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Seteluk Tengah Kecamatan
Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data
1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, Ini adalah bahan hukum yang memiliki
kemampuan hukum mengikat, yaitu Peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan sengketa tanah, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

5) UU No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
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6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di pengadilan (“Perma 1/2016”)
7) Peraturan Menteri Negara Agrari/ KBPN Nomor 1 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberikan kejelasan tentang bahan hukum
primer yang terdiri dari buku penyelesaian sengketa, berbagai hasil
seminar, tulisan, karya ilmiah, artikel dan buku tesis.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memuat penjelasan bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus
bahasa Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer

Merupakan informasi yang diperoleh dalam penelitian lapangan,
yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara langsung dari pihak
yang dikonsultasikan, terutama yang diberdayakan dan terlibat dalam
penyelesaian sengketa tanah. Sistem wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara bebas terbimbing, yaitu Katalog
pertanyaan dibuat terlebih dahulu sebagai panduan, dimana pertanyaan

bisa bervariasi tergantung situasi pada saat wawancara.
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b. Data Sekunder
Data sekunder mendukung data primer. Soejono Soekanto
menjelaskan bahwa data sekunder yaitu data yang mencakupantara lain
dokumen resmi, buku serta hasil penelitian yang bersifat laporan.>®
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Kajian penelitian hukum yang mengumpulkan bahan/data hukum
merupakan salah satu tahapan dari proses penelitian dan sangat penting
karena dari informasi yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas
tentang objek penelitian, yang membantu untuk menarik kesimpulan tentang
objek atau fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan
melalui studi kepustakaan hukum, dan bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.>’

Teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk melakukan
penelitian ini:

1. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap gejala-gejala yang diperiksa. Pengamatan ini menjadi salah satu
teknik pengumpulan data apabila dilakukan secara terencana dan
sistematis sesuai dengan tujuan penelitian dan keterandalan (reliability)

dan validitas (validity) dapat terpantau.

>® Soejono Soekonto, Pengontor Penelitian Hukum, Ul Press: Jokorts, 2017, hol:12.
*” Mukti Fojor & Yulionto Achmod, Duslisme Penelition Hukum Normotif & Empiris,
Pustoko Pelojor: Yogyokorts, 2010, hol:160
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Observasi adalah proses kompleks yang terdiri dari proses
psikologis dan biologis. Saat menggunakan teknik observasi, yang
terpenting adalah memperhatikan kontrol pengamatan dan ingatan peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
tatap muka dan melalui tanya jawab langsung antara pengumpul data dan
peneliti kepada informan atau sumber data.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan informasi dicatat dalam dokumentasi.
Sebagian besar informasi dicatat melalui surat. Sifat utama data ini tidak
terbatas, memungkinkan peneliti untuk melihat data yang dibuat beberapa
waktu lalu. Secara rinci, ragam dokumen terbagi menjadi beberapa surat
pribadi, buku atau buku harian, memoar, kliping koran dan lainnya.
Dokumentasi dalam arti luas adalah setiap proses pembuktian berdasarkan
sumber apapun, baik itu tertulis, lisan, gambar, atau arkeologis.

F. Analisis Bahan Hukum/Data
Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif
yaitu informasi yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis
secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang dibahas.
Analisis data kualitatif adalah metode penelitian yang memberikan
informasi deskriptif analitis, yaitu apa yang responden katakan secara tertulis

atau lisan, serta perilaku mereka yang sebenarnya.
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Setelah menganalisis data, ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode penalaran deduktif, yaitu model penalaran berdasarkan tema-tema
umum, setelah itu ditarik kesimpulan.®®

G. Jadwal Penelitian

Tabel berikut adalah rencana penelitian dari langkah persiapan hingga

tahap penyusunan laporan yang disusun oleh peneliti:

BULAN

NO KEGIATAN 2022 | 2022 | 2022 | 2023
OKT | NOV | DES | JAN

1 | Tahap Persiapan Penelitian

a. Penyusunan dan Pengajuan Judul
b. Pengajuan Proposal

c. Perizinan Penelitian

2 | Tahap Pelaksanaan
a. Pengumpulan Data
b. Analisis Data

3 | Tahap Penyusunan Laporan

Tabel 1. Jadwal Penelitian

%8 Soetrisno Hadi, Metodologi Reseoarch, Jogyskerto: Andy offset, 1995, hal.42.



